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Sumber Tulisan

. Bangsa Maritim Sejahtera dan Merata: Visi Indonesia 2030,
merupakan makalah yang tulis dalam rangka Lomba Skenario

Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Bank
Indonesia, 2006,

. Pentargetan Inflasi: Paradigma Baru Kebijakan Moneter
merupakan makalah dalam rangka Lomba Simulasi Inflasi yang
dilakukan oleh Bank Indonesia, 2006, mendapatkan penghargaan
peringkat ke-empat.

. Reformulas DAU Mendorong Pembangunan Daerah merupakan
makalah dalam rangka Lomba Reformulasi DAU yang
diselenggarakan oleh LPEM Ul dan Depdagri, 2005, yang
mendapatkan perhargaan sebagai pemenang pertama.

. Sektor Pertanian dan Pengentasan Kemiskinan merupakan
makalah yang dipresentasikan dalam Konferensi Intemasional
IRSA 2006, di Malang

. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Akses Sanitasi dan
kemiskinan, makalah ini pernah dipresentasikan pada Konferensi
Internasional IRSA 2006, di Malang.

. Perencanaan Tenaga Daerah merupakan kertas kerja yang
disampaikan pada forum diskusi Dewan Pengupahan Kota
Surakarta pada tahun 2007,

. Modsel Kinerja dan Potensi Pajak Daerah, merupakan kertas
kerja yang telah disampaikan di beberapa Kab/Kota antara lain
di Kota Dumai, Kota Surakarta, Kabupaten Sragen,
Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten
Klaten, Kabupaten Jepara, Kabupaten Mamuju Utara dan
Kabupaten Mamasa.
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Pengantar Editor

Menumbuhkan tradisi intelektual padasebuah perguruan tinggi
bukan perkara mudah.Tradisi intelektual biasanya diwujudkan dalam
tradisi riset yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal atau buku.
Sudah banyak jurnal yang dimiliki perguruan tinggi baik yang telah
maupun belum terakreditasi. Namun yang masih relatif terabaikan
adalah buku tematik yang menyoal masalah tertentu. Penerbitan
buku ini dalam rangka menagisi kekosongan itu.

Sejak tahun 2005, banyak dosen di lingkungan Jurusan Ekonomi
Pembangunan menulis paper dalam rangka lomba ataupun
konferensi nasional maupun intemasional. Beberapa dari paper itu
mendapatkan penghargaan. Namun sebagian besar kalangan civi-
tas akademika di lingkungan internal maupun eksternal tidak pemah
mengetahuinya. Agarmakalah-makaah tersebutdapat juga disimak
oleh dvitas akademika, maka kami menerbitkannya dalam bentuk
buku ini.

Buku ini berisi 7 (tujuh) artikel terpilih yang mencakup topik
perencanan, moneter, fiskal daerah, pertanian, kemiskinan,
lingkungan, dan ketenagakerjaan. Tulisan-tulisan ini diharapkan
dapat memberikan visi bagi pembangunan Indonesia, sesuai dengan
judul buku ini "Visi Perekonomian Indonesia 2030",

Terakhir, buku ini didedikasikan kepada guru dan sekaligus kolega
pada Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memasuki masa

purna tugas yakni Prof, Dr. Suhamo TS, SU, Drs. Darustam, BSc,
Drs. Suhardi, Dra. Kustini, Dra, GAA Susilowati, SU, Drs, Sri Mulyono,
MSi. Semoga semangat perjuangannya dalam bidang ekonomi dapat
menginspirasi kami untuk terus melanjutkannya.

Solo, Mei 2009

LH, DP, HS
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Kata Pengantar Kajur

Prakarsa untuk menerbitkan beberapa karya ilmiah rekan-rekan
dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan (JEP) FE UNS patut
didukung sepenuhnya, Banyak karya-karya dosen baik dalam rangka
riset maupun presentasi ilimiah pada skala lokal, regional, maupun
internasional hanya tersimpan di dalam arsip. Dan tidakada upaya
untuk mempublikasikannya. Hal ini patut disayangkan, karena
seharusnya karya-karya ilmiah itu dapat diseminasikan kepada
publik sebagal salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan upaya
menjawab masalah yang dihadapi oleh bangsa ini. Oleh sebab itu,
penerbitan kumpulan artikel ini merupakan salah satu cara
mensosialisasikan ide dan wacana kepada masyarakat |uas.

Selain itu, penerbitan buku ini juga dapat menjadi barometer

tradisiintelektual di kalangan paradosen. Ini sekaligus akan memacu
penumbuhkembangan tradisi riset dan menulis pada civitas

akademika yang merupakan bagian tak terpisahkan sebagai insan
akademis. Kami bertekad setiap tahun Jurusan Ekonomi
Pembangunan dapat memfasilitasi penerbitan karya-karyailmiah
dosen dalam bentuk buku seperti ini.

Akhirmya pada kesempatan ini, kami selaku pimpinan Jurusan
Ekonomi Pembangunan FE UNS mengucapkan selamat atas
penerbitan buku ini dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak
yang membantu kelancarannya.

Solo, Mei 2009
Ketua Jurusan
Drs, Kresno Sarosa Pribadi, MSi
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Kata Pengantar Dekan

Selaku pimpinan Fakultas Ekonomi UNS, kami menyambut baik
penerbitan buku "Visi Perekonomian Indonesia 2030 . Ini merupakan
langkah tepat untuk memulai menerbitkan karya-karya ilmiah civi-
tas akademika dalam bentuk buku. Dengan ini semoga buah
pemikiran dan kalangan kampus dapat tersosialisasi pada seluruh
pihak pemanagku kepentingan (stakeholders).

Demikian halnya, dengan judul buku “Visi Perekonomian Indo-
nesia 2030" juga mempunyai makna yang dalam. Mengingat sejak
lahirnya Undang-undang No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) pemerintah pada tingkat nasional
maupun daerah harus mempunyai Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (PRIP) 20 tahunan. Belum banyak akademisi maupun pakar
yang membahas topik visi ekonomi Indonesia dalam jangka panjang
secara komprehensif. Oleh sebab itu, buku ini diharapkan dapat
mengisi kekosongan itu. Dalam buku ini visi perekonomian masa
depan ditinjau dari berbagai aspek diantaranya adalah scenario
planning, moneter, pembangunan daerah, lingkungan dan
ketenagakerjaan.

Terakhir, selaku pimipinan Fakultas Ekonomi UNS, kamiberharap
buku ini dapat menginspirasi kolega-kolega yang lain agar selalu
menerbitkan hasil-hasil riset mereka, sehingga kemanfaatannya
dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Solo, Mei 2009
Dekan
Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com
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REFORMULASI DAU
MENDORONG PEMBANGUNAN
DAERAH

MULYANTO
LUKMAN HAKIM

PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya UU No.25/1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah; ada nuansa baru di dalam
pengelolaan Keuangan Daerah yang disesuiakan dengan potensi,
kondisi dan kebutuhan Daerah. Dengan paradigma baru tersebut,
struktur APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
mengalami perubahan dengan masuknya pos Dana Perimbangan
yang terdiri atas: (i) Pos Bagi Hasil Daerah; (ii) Pos DAU (Dana
Alokasi Umum); dan (iil) Pos DAK (Dana Alokasi Khusus). Dengan
paradigma tersebut, salah satu konsekuensi logis dari pemberakuan
UU No.25/1999 adalah dihapuskannya konsep/pos SDO (Subsidi
Daerah Otonom) atau DRD (Dana Rutin Daerah) dan DI (Dana
Inpres) atau DPD (Dana Pembangunan Daerah) yang dilaksanakan
dengan mekanisme Inpres (Instruksi Presiden); digantikan dengan
'satu’ paket transfer yang dikenal dengan istilah DAU (Dana Alokasi
Umum), yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada
masing-masing Daerah.

Dan penjelasan di atas, DAU (Dana Alokasi Umum) secara umum
dapat dikatakan sebagai block grant transfer dan Pemenntah
Pusat ke Pemerintah Daerah (Pemerintah Propinsi dan Permnerintah
Kabupaten/Kota) yang nilainya ditentukan oleh besarmya bobot
daerah yang dihasilkan dan serangkaian perhitungan atas dasar
sejumlah variabel atau data dasar yang bersifat nasional
sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.25/1999. Tujuan
penetapan DAU adalah untuk mengurangi ketimpangan horizontal
dan juga untuk menyediakan penyeimbang fiskal (equalizing factor)
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antar daerah; dengan memperhatikan potensi daerah, luas wilayah,
keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan
masyarakat; sehingga perbedaan antar Daerah yang maju dengan
Daerah yang belum belum berkembang dapat diperkecil atau
diminirmalisir,

Besamya DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh
lima persen) dari PDN (Penerimaan Dalam Negeri) yang ditetapkan
dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), setelah
dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada
Daerah. Besarnya DAU untuk Propinsi sebesar 10% (sepuluh
persen), sedang untuk Kabupaten dan Kota sebesar 90% (sembilan
puluh persen). Selama era otonomi, tepatnya sejak 1 Januari
20001, sudah 4 (empat) kali ditepkan Keppres (Keputusan Presiden),
yang terkalt dengan masalah DAU, yaitu: (i) Keppres Nomor 181
Tahun 2000 tentang DAL Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/
Kota Tahun Anggaran 2001; (ii) Keppres Nomor 131 Tahun 2001
tentang DAU Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun
Angagaran 2002; (iii) Keppres Nomor 1 Tahun 2003 tentang DAU
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003;
serta (iv) Keppres Nomor 109 Tahun 2003 tentang DAU Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004. Selama 4 (empat)
tahun pelaksanaan DAU, sudah terjadi perubahan PP (Peraturan
Pemerintah) yang menjadi dasar bagi penyusunan rumusan/formula
DAU, yaitu dari: PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan, dan kemudian diubah menjadi PP Nomor 84 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104
Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. Dua PP (Peraturan
Pemerintah) inilah yang menjadi dasar bagi penyusunan dan
perbaikan rumusan/formulasi DAU sekarang ini dan mungkin di
tahun-tahun mendatang; selama belum terjadi amandemen
terhadap UU Nomor 25 Tahun 1999,

Berdasar pada Keppres di atas, jJumlah DAU secara keseluruhan
yang dialokasikan ke daerah selama tahun 2001-2004 masing-
masing adalah: (i) sebesar Rp 60.516,70 miliar untuk tahun 2001,
dengan rincian ke Provinsi sebesar Rp 6.051,67 miliar dan ke
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Kabupaten/Kota sebesar Rp 54.465,00 miliar; (ii) sebesar Rp
66.364,10 miliar untuk tahun 2002, dengan rincian ke Provinsi
sebesar Rp 6.634,4 miliar dan ke Kabupaten/Kota sebesar Rp
59.727,70 miliar; (iii) sebesar Rp 76.978,00 miliar untuk tahun
2003 atau meningkat sebesar 11,4% dibanding DAU tahun 2002,
dengan rincian ke Provinsi sebesar Rp 7.697,80 miliar dan ke
Kabupaten/Kota sebesar Rp 69.280,20 miliar; serta (iv) sebesar
Rp82.130,94 miliar untuk tahun 2004, dengan rincian ke Provinsi
sebesar Rp 8.213,1 miliar dan ke Kabupaten/Kota sebesar Rp
73.917,85 miliar. Besarnnya DAU tersebut, tidak sepenuhnya
didasarkan pada suatu faktor formula/rumusan yang ditetapkan
tetapi masih ada faktor lain berupa faktor penyeimbang dan faktor
lumpsum. Hal inillah yang menjadi pemikiran ke depan bahwa hasil
perhitungan DAU sebaiknya yang benar-benar dihasilkan dan suatu
faktor formula tertentu yang disepakati oleh banyak pihak. Termasuk
kemungkinan tidak adanya DAU bagi suatu Provinsi atau
Kabupaten/Kota jika termyata ditemukan bahwa kebutuhan fiskal
(fiscal need) memang nyata-nyata lebih kecil dibanding dengan
kapasitas fiskal (fiscal capacity). Tulisanini akan mengkaji perjalanan
perumusan DAU selama ini, yang kemudian dilanjutkan dengan
usulan perubahan terhadap rumusan, serta diakhiri dengan penutup.

TINJAUAN PERKEMBANGAN RUMUSAN DAU

Sebagaimana yang banyak disebutkan bahwa tujuan
pengalokasikan DAU, selain dalam kerangka otonomi pemerintahan
di tingkat Daerah, juga untuk pemerataan kemampuan penyediaan
pelayanan publik di antara pemerintahan Daerah di Indonesia. Di
samping itu, juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar
Daerah sebagai akibat dari pembagian Dana Bagi Hasil Daerah,
khusunya dari SDA (Sumber Daya Alam) yang hanya
menguntungkan pada Daerah-Daerah tertentu. Oleh karena itu,
formula/rumusan DAU disusun dengan lebih mempertimbangkan
pada sisi kemampuan keuangan (fiscal capacity) dan kebutuhan
Daerah (fiscal need). Dengan kata lain, bahwa kebutuhan DAU
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suatu Daerah ditentukan atas besar kecilnya kesenjangan fiskal
(fiscal gap) suatu Daerah; yang merupakan selisih antara kebutuhan
Daerah (fiscal need) dengan potensi Daerah (fiscal capacity).
Pada bagian berikut akan dipaparkan sekilas perkembangan rumusan
DAU dan tahun 2001-2003. Tidak dibahasnya rumusan DAU tahun
2004, semata-mata dikarenakan belum didapatkannya informasi
mengenai rumusan DAU untuk tahun tersebut secara lengkap dan
akurat.

DAUTahun 2001

DAU tahun 2001, didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu: (i)
dipenuhinya norma hukum dalam UU No.25/1999; (ii) adanya
kejelasan hubungan antar kebutuhan Daerah dan potensi Daerah;
(iii) besarnya DAU paling tidak sama dengan besamya SDO/DRD
(Dana Rutin Daerah) dan DI/DPD (Dana Pembangunan Daerah);
(iv) adanya unsur kemudahan di dalam memahami rumus penentu
besaran DAU; serta (v) rumus didasarkan atas vanabel-variabel
datanya tersedia dan akurat. Secara umum besaran DAU pada
tahun 2001, didapatkan dari penjumlahan atas 3 (tiga) faktor,
yaitu:

a. FP (Faktor Penyeimbang), yaitu suatu mekanisme untuk
mencegah penurunan kapasitas pemerintah Daerah dalam
membiayai kewajiban-kewajban yang tidak diduga sebelumnya,
termasuk untuk mengantisipasi permasalahan pendanaan yang
muncul akibat terjadinya transfer pegawai dari Pemerintah Pusat
ke Pemerintah Daerah. Tranfer pegawai tersebut dilakukan,
mengingat terjadinya likuidasi dan beberapa fungsi dekonsentrasi
Pemerintah Pusat (kanwil, kandep): seperti: departemen
transmigrasi, pariwisata dan budaya, koperasi, sosial,
penerangan, dan pekerjaan umum.

b. FF (Faktor Formula), yaitu faktor rumusan DAU yang berisi
variabel-variabel yang sesuai dengan amanat UU No.25/1999,
yang kemudian secara lebih jelas dituangkan dalam PP No.104/
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2000 tentang Dana Perimbangan. Varabel-variabel ini, secara

umum meliputi:

- Potensi Penerimaan, yang terdiridari: PORB Primer (PDREB
sektor SDA: Sumber Daya Alam), PDRB Non-Primer (PDRB
sektor industri dan jasa lainnya); dan Angkatan Kerja
(Penduduk Usia Produlktif ).

- Kebutuhan Daerah, yang terdri dari: Jumlah Penduduk, Luas
Wilayah, Indeks Harga Bangunan, Jumlah Penduduk Miskin.

c. FL (Faktor Lumpsum), yaitu suatu mekanisme untuk membaagi
habis total DAU yang sudah dianggarkan dalam APBN ke Daerah-
Daerah.

Di samping alokasi DAU yang sudah didistribusikan kepada
Daerah-Daerah dengan skema pencairan 1/12 untuk setiap
bulannya, juga terdapat dana tambahan yang diberikan kepada
beberapa Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi tingginya biaya
transfer pegawai dan Pusat ke Daerah, lambatnya peralihan
kewenangan dari Provinsi ke Kabupaten/Kota, serta terjadinya
kenaikan gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil). Dana tambahan tersebut
diberikan dalam bentuk Dana Kontijensi Tahap I, Dana Kontijensi
Tahap 11, dan Dana Talangan.

DAUTahun 2002

Dengan ditemukannya beberapa kelemahan yang terdapat dalam
formulasi DAU tahun 2001, Pemerintah telah meninjau kembali
formulasi DAU; termasuk mereformulasikan kembali untuk
perhitungan DAU tahun 2002. Reformulasi DAU tahun 2002,
didasarkan atas beberapa hal, yaitu: (i) Dalam Keppres Nomor
181 Tahun 2000 secara eksplisit menyatakan bahwa penetapan
DAU tahun 2001 hanya berlaku untuk satu tahun yang bersangkutan
dan tidak terkait dengan penghitungan DAU tahun 2002 dan tahun-
tahun selanjutnya; (ii) Rapat DPOD tanggal 18 Desember 2000,
yang menyatakan bahwa formulas DAU tahun 2001 masih banyak
ditemukan kelemahannya, sehinga periu dilakukan perbaikan-
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perbaikan guna menyempurnakan formulasi DAU tahun 2002 dan
tahun-tahun berikutnya; (iii) Kesepakatan dalam Tim Kecil Dana
Perimbangan Panitia Anggaran DPR RI tanggal 28 Maret 2001
yang menyatakan bahwa periu dilakukan penyempurmnaan formula
dan distribusi DAU tahun 2002 dengan tujuan untuk mengurangi
celah fiskal (fiscal gap) antar Daerah serta dapat lebih mencerminkan
asa keadilan dan pemerataan.

Berdasar pada permasalahan di atas, beberapa ketentuan yang
menjadi dasar bagi penyusunan formulasi DAU tahun 2002, yaitu:
(i) Tetap mengacu pada kaidah-kaidah dasar dalam UU No.25/
1999, dimana DAU akan dialokasikan dengan menggunakan bobot
Daerah yang dihitung dengan formula yang didasarkan atas
pertimbangan kebutuhan dan potensi Daerah yang diwujudkan
atas beberapa indikator/variabel yang dipergunakan dalam
memperkirakan besarmya kebutuhan dan potensi penerimaan
Daerah; (ii) Formula DAU tetap menggunakan celah fiskal (fiscal
gap), yaitu kebutuhan pembiayaan (fiscal need) dibandingkan
dengan potensi penerimaan (fiscal capadty); (iil) Pendekatan Fiscal
Gap memungkinkan adanya Daerah yang relatif sudah dianggap
mampu dan segi kapasitas keuangan, dan seharusnya tidak lagi
memerukan alokasi DAU; (iv) Mengacu pada vanabel-variabel yang
diperimbangkan dalam UU No.25/1999, tetapi sekaligus membuka
kemungkinan penambahan beberapa vanabel baru yang merupakan
penyempurnaan dari variabel formula DAU dalam PP Nomor 104
Tahun 2000, tanpa menyimpang dari UU itu sendiri; (v) Formula
DAU harus sederhana dalam artian dapat dijelaskan dan mudah
dipahamiserta dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan,
(vi) Akurasi data baik untuk vanabel fiscal need maupun fiscal
capacity yang akan digunakan untuk penghitungan DAU harus
menjadi perhatian utama; (vii) Salah satu misi atau tujuan
keberadaan DAU adalah sebagai transfer yang menyeimbangkan
kemampuan keuangan antar Daerah (equalization grant), yang
secara teknis akan menghasilkan suatu indeks koefisien variasi
penerimaan per kapita yang sekecil mungkin.
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DAUTahun 2003

Dalam perhitungan DAU tahun 2003 menitik beratkan pada
hasil rapat Panitia Anggaran DPR RI dengan Pemerintah tanggal
10 Juli 2002, yang telah menetapkan bahwa salah satu kebijakan
dalam formulasi dan perhitungan DAU 2003 berupa penyempumaan
formula dan perhitungan DAU yang dilakukan dengan. (i)
meningkatkan akurasi data; (ii) secara berangsur-angsur mengurangi
peran AM (Alokasi Minimum) untuk memperbesar dana yang
dialokasikan untuk mengoreksi kesenjangan antar Daerah; (iii)
diupayakan untuk tetap menjaga agar tidak ada Daerah yang
akan menerima DAU tahun 2003 lebih kecil atau minimal sama
dengan DAU tahun 2002 ditambah Dana Penyeimbang.

Secara ringkas, persamaan dan perbedaan antara formulasi
besaran DAU tahun 2001, 2002, dan 2003; selengkapnya dapat
dilihat pada tabel 1.

USULAN PERUBAHAN RUMUSAN DAU

Usulan terhadap rumusan DAU yang akan dibahas di sini hanya
dikaitkan dengan faktor formula DAU (baca KF: Kesenjangan Fiskal),
yang ke depan sebaiknya menjadi dasar bagi penentuan dan
perhitungan besaran DAL, dengan seminimal mungkin memasukkan
faktor-faktor lain selain faktor formula, seperti faktor penyeimbang
dan faktor lumpsum. Usulan perubahan rumusan DAU dalam tulisan
ini, didasarkan pada penjabaran lebih lanjut atas atas formulasi
DAU tahun 2003 yang dipandang sudah lebih baik dibanding dengan
model-model formula DAU untuk tahun-tahun sebelumnya. Di
samping Itu, juga tetap mempertimbangkan PP Nomor 84 Tahun
2001 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 104 Tahun 2000
tentang Dana Perimbangan, yang merinci Kebutuhan Wilayah
Otonomi Daerah dan Potensi Ekonomi Daerah untuk menghasilkan
besaran DAU, dimana Kebutuhan DAU suatu Daerah yang sering
diistilahkan dengan KF (Kesenjangan Fiskal) adalah Kebutuhan
Wilayah Otonomi Daerah (fiscal need) dikurangi dengan Potensi
Ekonomi Daerah (fiscal capacity). Selanjutnya untuk menghitung
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Bobot DAU Daerah, dapat dihasilkan dengan membandingkan
Kebutuhan DAU suatu Daerah (KF: Kesenjangan Fiskal) dengan
Total Kebutuhan DAU, baik untuk Provinsi maupun Kabupaten/
Kota. Akhirmya besarnya DAU Provinsi maupun Kabupaten /Kota
dapat dihasilkan dengan mengalikan Bobot DAU dengan besarnya
nilai DAU yang akan dialokasikan ke Provinsi dan Kabupaten/Kota
yang bersumber dari PDN (Penerimaan Dalam Negeri) netto dalam
APBN.

Kebutuhan Wilayah Otonomi Daerah yang sering diistilahkan
dengan Kebutuhan Fiskal (fiscal need) atau disingkat dengan KbF;
dalam Formulasi DAU tahun 2003 dirumuskan sebagal berikut:

KbF =PDR x (04.0P + 0,1.1LW + 0,0.IKP + 0,1IKR +
0, 4. TKK ) e e e a e e e (1)

Dirmana

KbF . Kebutuhan Fiskal

PDR . PengeluaranDeerah Rata-Rata

IOP  : IndeksJumlah Penduduk

ILW . Indeks Luas Wilayah

IKP  : Indeks Kepadatan Penduduk

KR Indeks Kemiskinan Relatif

KK : Indeks Kemahalan Konstruksi

sementara itu, Potensi Ekonomi Daerah yang sering diistilahkan
dengan Kapasitas Fiskal (fiscal capacity) atau disingkat dengan
KpF; dalam Formulasi DAU tahun 2003 dirumuskan sebagai berikut:

KpF = PADU + (PBB+ BPHTB + PPh + 0,75.5DA).......... (2)

Dimana

KpF : Kapasitas Fiskal

PADU : Pendapatan Asli Daerah (diestimasi dar PDRB sektor jasa)

PBB : BagiHasildariPagk Bumidan Bangunan

BPHTE . Baqgi Hasil dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan

PPh : BagiHasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi

SDA : BagiHasil dari SumberDayaAlam
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Terakhir, Kesenjangan Fiskal (KF) adalah selisih dari Kebutuhan
Wilayah Otonomi Daerah (KbF: Kebutuhan Fiskal) dengan Potensi
Ekonomi Daerah (KpF: Kapasitas Fiskal), atau secara matematis
dirumuskan:

KF = KbF = KpF e sss s s e [ 3)
Dimana
KF : Kesenjangan Fskal

KbF : Kebutuhan Fiskal
KpF : Kapasitas Fiskal

Usulan Perubahan Formula

Usulan perubahan rumusan DAU dalam tulisan ini, hanya
dititik beratkan pada upaya untuk memodifikasi bagian Kebutuhan
Fiskal (KbF); khususnya pada vanabel P (Indeks Jumlah Penduduk)
dan IKR (Indeks Kemiskinan Relatif). IIP dan IKR akan dimodifikasi
dengan memasukkan variabel pembentuk IPM (Indeks Pembangunan
Manusia) atau HDI (Human Development Index), dimana data
untuk tahun 1999 telah tersedia, baik di tingkat Provinsi maupun
di tingkat Kabupaten/Kota dalam publikasi yang diterbitkan atas
kerjasama antara BPS, BAPPENAS, dan UNDP pada tahun 2001
dengan judul: "Indonesia Human Development Report : Towards a
MNew Consensus, Democracy and Human Development in Indonesia”,
Publikasi ini juga sudah diperbaharui melalui publikasi yang berjudul:
"Human Development Report 2004: The Economics of Democracy,
Financing Human Development in Indonesia”. Artinya, jika data ini
kelak bisa dimasukkan ke dalam rumusan DAU di masa-masa
mendatang, maka kebutuhan DAU juga sangat terkait dengan
upaya peningkatan IPM (Indeks Pengembangan Manusia) yanag di
dalamnya menyangkut aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Data tahun 1999 yang berupa Lamanya Tahun Sekolah (ILS:
Indeks Lama Sekolah), Angka Harapan Hidup (IHH: Indeks Harapan
Hidup), dan Angka Melek Huruf (IMH: Indeks Melek Huruf); akan
dimasukkan dalam rumusan pada bagian Kebutuhan Wilayah Otonomi
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(KbF: Kebutuhan Fiskal), yang secaralengkap dirumuskan sebagai
berikut:
KbF =PDR x ([04.(0,61P+0,41lS)]+ [0,1.(0,3.IKR
+04IMH+03IHH)] + 0,1.ILW + 04IHB) (4)
Dimana
KbF : Kebutuhan Fiskal
PDR  : PengeluarmnDaerahRata-Rala
- Besaran ini sesuai dengan data mentah sebesar Rp
425,71 miliar.
P : Indeks Jumilah Penduduk
- Merupakan rasio antarm Penduduk suatu Daerah
dengan Rata-rata Penduduk secara Nasional (sama
dengan konsep sebelumnya).
- Bobot 0,6 dihasilkan dari pertimbangan koefisien
variasi,
ILS : Indeks Lama Sekolah
- Merupakan rasio antara Rata-rata Tahun Lama Sekolah
secara Nasional dengan Lama Tahun Sekolah di suatu
Daerah
- Bobot 04 dihaslkan dari pertimbangan koefisien
variasi.
IKR : IndeksKemiskian Relaf
- Konsep samadengan model-modelsebelumnya, yaitu
dicari secara bertahap dan perhitungan HCI (Head
Count Index), 1G (Income Gap), dan terakhir baru
menghitung IKR.
- Bobot 0,3 dihasilkan dari pertimbangan koefisien
variasi,
IMH @ Indeks Melek Huruf
- Merupakan rasio antara Rata-rata Persentase Melek
Huruf secara Nasional dengan Persentase Melek Huruf
di suatu Daerah.
- Bobot 04 dihasilkan dari pertimbangan koefisien
variasi.
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HH : IndeksHarapan Hidup
- Merupakan rasio antara Rata-rata Tahun Haraapan
Hidup secara Nasional dengan Tahun Harapan Hidup
di suatu Daerah.
- Bobot 0,3 dihasilkan dari pertimbangan koefisien
variasi.
IW : Indeksluas Wilayah
- Merupakan rasio antara Luas Wilayah dengan Rata-
rata Luas Wilayah secara Nasional (sama dengan
konsep sebelumnya).
HB : IndeksHargaBangunan
- Merupakan rasio antara Indeks Harga Bangunan
dengan Rata-rata Indeks Harga Bangunan secara
Nasional (sama dengan konsep sebelumnya).

Angka Cetak Tebal, bobot secara makro yang besamya masing-
masing 0,4; 0,1; 0,1; dan 0,4 sama dengan model-model yang
sebelumnya diterapkan, khususnya untuk rumusan DAU tahun 2003.

Sementara itu, Potensi Ekonomi Daerah yang sering diistilahkan
dengan Kapasitas Fiskal (fiscal capacity) atau disingkat dengan
KpF; dalam usulan formulasi DAU saat ini, tidak mengalami
perubahan secara berarti; atau selengkapnya dirumuskan sebagai
berikut:

KpF = PADU + (PBB+ BPHTB+ PPh +0,75.5DA).........(5)

Dimana

KpF : Kapasitas Fiskal

PADU : Pendapatan Asli Daerah (diestimasi dari PDRB sektor
Jasa)

Hasil regresi didapatkan
PADU = -34,31360 +0,013290 PDRBJasa

Karena konstantanya negatif dan dianggap tidak signifikan (hasil
t-statistic sebesar -1,57 (probabilitas sebesar 12,75%); maka
untuk estimasi hanya digunakan besamya koefisien regresinya
saja, yaitu sebesar 0,013290,
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PBE : BagiHasidariPajpk Bumidan Bangunan

BPHTB: Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan

PPh : BagiHasil dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

SDA . BagiHasil dari SumberDayaAlam

Proses selanjunya sama, yaitu menetukan besarnya
Kesenjangan Fiskal (KF), yang merupakan selisih dari Kebutuhan
Wilayah Otonomi Daerah (KbF: Kebutuhan Fiskal) dengan Potensi
Ekonomi Daerah (KpF: Kapasitas Fiskal), atau secara matematis
dirumuskan:

IE = KBF = KDF voooeeooeeesreveres s ua st sssssssvsnsssidossse o 6)

HASILSIMULASI

Setelah dilakukan serangkaian simulasi, yang dalam tulisan ini
baru diujicobakan pada tingkat propinsi, dihasilkan perbandingan
perolehan DAU selama tahun 2001-2003, seperti terlihap pada
tabel 2.Dari tabel 2 dapat dilihat adanya 5 (lima) provinsi yang
tidak mendapatkan alokasi dana dari DAU, yang dikarenakan
kebutuhan fiskal daerahnya (fiscal need) lebih rendah disbanding
dengan kapsitas fiskalnya (fiscal capadty), sehingga menghasilkan
kesenjangan fikcal (fiscal gap) yang negatip. Kelima daerah/provinsi
tersebut adalah: (1) Provinsi Riau; (2) Provinsi DKI Jakarta; (3)
Provinsi Jawa Barat; (4) Provinsi Jawa Timur; serta (5) Provinsi
Kalimantan Timur.

Di samping itu, dapat juga kita lihat bahwa besaran DAU untuk
tahun 2003 hampir mendekati dengan besarmya alokasi anggaran
DAU menurut Keppres, dengan koefisien variasi yang hampir sama
yaitu 0,52 (hasil Keppres) dibanding dengan 0,62 (hasil simulasi).
Perbedaan menyolok justru terletak pada daerah-daerah atau
propinsi yang HDI/IPM-nya juga mengalami perbedaan secara
meyakinkan bila dilihat dari besaran vanabel-vanabel pembentuk
HDI/IPM, khususnya variable: Rata-rata Lama Sekolah (ILS: Indeks
Lama Sekolah); Angka Harapan Hidup (IHH: Indeks Harapan Hidup),
dan Angka Melek Huruf (IMH: Indeks Melek Huruf), Sementara
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Tabel 2. Hasil Perbandingan Besaran DAU antara Keppres
dan Simulasi, Tahun 2001-2003

No. Provinsi DAU Tshun 2001 DAU Tahun 2002 | DAU Tahun 2003
Keppres | Simulas] | Keppres | Simulss i asi
i 2) (3 [4) (5) [6) 7) (B)
~0L L DLAceh 163.80 (74,36 IEE.EE._EE.II_IE.H__.IEH.L
—02. | Sumut {26442 113999 16618  [301.75 8509

03. | Sumbar 14073 15673  |193.52 |1B6.07 22763 [207.23

04. | Rau 251.94 - 11071 |- 74.21 -

05, | Jambi 109.29 246,25 181.92 {29233 209,25 325,59
_D6. | Sumsei 153,17 [134.04 121153 [159.13 177.23
L. E=nginudy 82,74 |237.04 162,56 ENE:RCL -
08 _lampung 8030 119559
03 DKl Jokarta _ {387.17 - 335,70 |- 73483 -

10. | Jabar 52123 |- 39388 | 42957 |-
__11. | Jateng 647.21  [139.09 |560.63 |165.12 509.87  |183.90
_12 | DI Yogys 11036 |183.00 121448 [217.25 201.96  [241.97
A3, L Jstm
s Kaibar

15.
_16.

17
18
NS 171 - I
21 Sultra 10138 12731 (17937 132433 122643 136124
_ 22 |Bail 91,17 162,38 168,17 119377 B4 87 11470

73 | NIB 12261  [277.09 [19380 [325.94 22395 [36637 |
_24.  NTT 15053 132414 24403 38475 D83.04 |428.57
_35. | Maluku 101.29 274.39 191,71 132574 248 37 1362 B0
26 |lja/Papus  |10129 52354 34553 62152  [395.16 [692.23
27, | Maldky Utara | 174.11 262.25 144,28 [311.33 200.96 _ |346.75
28, | Banten [:QLIE 134,36 155.59 116021 171.86 178,44

29. | Bangka
_ Beiitung 5.64 269.18  [146.22 [319.56 16249 [355.91
—d0.__ Gomntaio 42,32 m_m_fiﬁ_m.ﬂ_

Sum 5,821.93 |[5821.93 |6911.44 $,911.42 [7.697.79 17.697.77
Average / Mzan 194,06 194,06 230.38 |230.38 256.59  |256.59
Minimum 45.35 0.00 96.96  0.00 7421 .00
Madmum  [647.21  [523.54  [560.63 (62152 (73489 [69223 |
Coef. of Vaniatior{0.50 0.62 0.50  [0.62 052 |o.s2

Sumbesr : Keopres tertang DAL tahun 2001-2003; dan Hasil Smulas Model DAL
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Tabel 3. Hasil Perbandingan 5 (lima) Provinsi Penerima

DAU Terbesar dan Terkecil
No. Menurut Keppres Hasll Simulasi
1 Tahun 2001 | Tahun 2002 1| Tahun 2003
—tll [2) | (3) A (4] (5]
— ] DAL Terbesar
__01. | Jawa Tengah | Jawa Tengah DKl Jakarta Irja/Papua
02. | DKI Jakarta DKI lJakarta Jawa Tengah Nusa Teng.
Timur
03. Jawa Barat Jawa Timur Jawa Barat Kalimantan
Barat
Jawa Timur Jawa Barat Jawa Timur Kalimantan
Tenaah
05 Sumatera Irja/Papua Irja/Papua Sulawesl
Utara Tengah
| Kategori 5 (lima) Povinsi Peroleh DAU Terked|
26. | Bengkuiu Bangka Bantan Sumatera
Belitung Utara
27. | Sulawesi Maluku Utara Bangka Jawa Tengah
Utara Belitung
28. | Maluku Utara Gorontalo Kalimantan Banten
Timur
29. | Bangka Riau DI Aceh Surmnatera
Belitung Selatan
30. | Gorontalo Kalimantan Riau DI Aceh
{ Timur
Indeks Williamson 0.9087

Sumber:; Diolah dari tabel 2

itu, bila dilihat dan 5 (lima) besar Provinsi yang menduduki perolehan
DAU tertinggi dan terendah dengan membandingkan antar hasil
Keppres DAU dan hasil simulai dapat dipaparkan seperti tabel 3 .

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa jika indikator HDI/IPM menjadi
masukan bagi perumusan model DAU, Provinsi-Provinsi Irian Jaya
(Papua); Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT); Provinsi Kalimantan
Barat (Kalbar); Provinsi Kalimantan Tengah (Kateng); serta Provinsi
Sulawesi Tengah (Sulteng); merupakan 5 (lima) besar provinsi
yang akan mendapatkan alokasi anggaran dari pos DAU yang
cukup besar.
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Studi ini juga menghasilkan besaran DAU per penduduk hasil
simulasi; yang dan tahun 2001-2003 berturut-turut sebesar Rp
93.764,11 padatahun 2001; menjadiRp 111.311,03 pada tahun
2002; dan menjadi Rp 123.975,46 pada tahun 2003. Koefisien
variasi untuk simulasi ini adalah sebesar 1,05.

SIMPULAN

Apa-apa yang telah dipaparkan di muka, merupakan bagian
kecil dari usaha untuk memberikan masukan terhadap berbagai
upaya di dalam menghasilkan rumusan/formulasi DAU di tahun-
tahun mendatang yang dapat disepakai oleh banyak pihak; dengan
semaksimal mungkin mempertimbangkan berbagai variabel riil di
lapangan yang sering menjadi masukan dari para aparatur birokrasi
di Pemerintahan Daerah.

Upaya untuk memeadifikasi model DAU dengan memasukkan unsur
pembentuk HDI (Human Developmen Index), yang dalam model
ini menggunakan Indeks Lama Sekolah (ILS), Indeks Harapan Hidup
(IHH), dan Indeks Melek Huruf (IMH), menghasilkan beberapa
kesimpulan yang menarik; dimana untuk daerah atau provinsi yang
selama ini tertinggal dalam bidang ini (baca: pendidikan, kesehatan
dan ekonomi); akan mempunyai harapan mendapatkan alokasi
anggaran secara meyakinkan atau cukup besar. Provinsi-provinsi
ini meliputi: Provinsi Irian Jaya (Papua); Provinsi Nusa Tenggara
Timur (NTT); Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar); Provinsi Kalimantan
Tengah (Kalteng); serta Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng); dan
sebagaianya.

Sebagai catatan akhir, dengan digunakannya konsep
Kesenjangan Fiskal (fiscal gap); dalam model DAU ini terdapat 5
(lima) provinsi yang tidak mendapatkan bagian anggaran dari pos
DAU, yaitu: (1) Provinsi Riau; (2) Provinsi DKI Jakarta; (3) Provinsi
Jawa Barat; (4) Provinsi Jawa Timur; serta (5) Provinsi Kalimantan
Timur. Hal ini sebenamya merupakan konsekuensi logis dimana

konsep DAU adalah untuk pemerataan pendapatan, khusunya bagi
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daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan fiskal besar, namun
tidak mempunyai kemampuan pe mbiayaan secara memadahi.
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globalisasi dan juga pada era 'desentra!ﬁ‘Shsi_; maka disusunlah skenario

perencanaan (scenario planning) \ndonesia sampai dengan 2030 sebagai

berikut: i

1. Garuda Tangguh Terbang ke Angkasa: -
Filosofi skenario ini menggambarkan arah kebijakan pemerintah yang
aktif berpartisipasi dalam kebijakan liberalisasi perekonomian yang
ditandai dengan penghapusan hambatan globalisasi ekonomi dalam tata
kelola pemerintahan yang memberikan peran besar pada masyarakat
melalui prinsip desentralisasi. Ini merupakan skenario revolusioner.

2. Garuda Bebas Melintas Samudera:
Filosofi skenario ini menggambarkan kebijakan pemerintah yang ‘aktif
berpartisipasi melalui kebijakan liberalisasi perekonomian melalui
kebijakan penghapusan hambatan globalisasi ekonomi dengan tata kelola
pemerintahan yang sentralistis. Ini merupakan skenario evolusioner.

3. Garuda Bebas Menantang Angin:
Filosofi skenario ini menggambarkan pengelolaan pemerintahan yang
mandiri dengan melakukan pembatasan terhadap globalisasi ekonomi
melalui penerapan konsep dan prinsip desentralisasi. Dengan skenario
ini pertumbuhan ekonomi akan bergerak lebih melambat.
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